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Menimbang :
|

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

bhahwa telah ditetapkannya Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021-2026, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1)
dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana
strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis Perangkat
Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (1),
Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembhangunan Jangka Menengah Daerah
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dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkan
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dokumen Perubahan RPJMD melalui Peraturan Daerah maka
seluruh Perangkat Daerah merumuskan rancangan akhir Perubahan
Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan RPJMD dan Kepala Perangkat Daerah
menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra
Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
untuk diverifikasi, kemudian Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra
Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan
Perkada;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Serdang Bedagai Tahun 2021-2026.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang
Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal,;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi;

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024;

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan;

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011

tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

28.

29.

30.
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37.

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan
Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan
Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun
2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2019-2023;

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 16
Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun
2024-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5
Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai,

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2013-2033;




38. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021-2026;

40. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

41. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 89 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 46
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2021-2026.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rupati Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun
2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2021-2026 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 diubah sehingga secara
keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

S. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun;

9. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;

10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat
Daerah;

11. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan daerah /Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;

12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan
mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang
dilaksanakan secara hertahap sebagai penjabaran strategi;

13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi,

14. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program,;

15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses
pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk
memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Ketentuan BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PD, Pasal 2 dan Pasal 3 diubah
sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB 11
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 2
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan  Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat




Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif;

(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan
Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2026.

Pasal 3

Perangkat Daerah yang ditetapkan Perubahan Rencana Strategisnya adalah sebagai
berikut:

1. Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Sosial

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

10. Dinas Ketahanan Pangan

11. Dinas Lingkungan Hidup

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

14. Dinas Perhubungan

15. Dinas Komunikasi dan Informatika

16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

18. Dinas Perpustakaan dan Arsip

19. Dinas Perikanan

20. Dinas Pertanian

21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

22. Sekretariat Daerah

23. Sekretariat DPRD

24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

26. Badan Pendapatan Daerah

27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28. Inspektorat

29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

30. Kecamatan Tebing Tinggi

31. Kecamatan Kotarih
32. Kecamatan Dolok Masihul

33. Kecamatan Sipispis

34. Kecamatan Perbaungan

35. Kecamatan Pantai Cermin
36. Kecamatan Bandar Khalipah
37. Kecamatan Dolok Merawan
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3.

(1)

(2)

(2)

38. Kecamatan Teluk Mengkudu
39. Kecamatan Tanjung Beringin
40. Kecamatan Sei Rampah

41. Kecamatan Tebing Syahbandar
42. Kecamatan Sei Bamban

43. Kecamatan Pegajahan

44. Kecamatan Serbajadi

45. Kecamatan Bintang Bayu

46. Kecamatan Silinda

Ketentuan BAB III SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN RENSTRA PD, Pasal 4
diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
BAB III
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

BAB1 : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH,;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN

BAB VIII : PENUTUP.
Isi beserta uraian Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI, Pasal 5 diubah sehingga
secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5
Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perubahan Renstra
Perangkat Daerah dan jika ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan
tindakan perbaikan /penyempurnaan;
Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi
perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat
Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Serdang Bedagai;




s

(3)

(4)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai melakukan evaluasi
terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan
Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan jika ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang
Bedagai menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk
ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah;

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/
penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai.

Diundangkan di Sei Rampah
~ pada tanggal 29 (D(S( mbeC 20022

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 29 (¥ySaiub@” 2023

o 'SEKRETARIS DAE UPATEN SERDANG BEDAGAI,

- ."
s s~ T

.M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023
NOMOR &9
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PERUBAHAN

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Syahbandar
Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat
daerah wuntuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini
merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan
daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Serdang Bedagai dan bersifat
indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun
2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang
digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah Kecamatan Tebing Syahbandar. Renstra akan
memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi
Kecamatan Tebing Syahbandar. Penyusunan dokumen Renstra
dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Tebing Syahbandar
dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Tebing
Syahbandar Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk
penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya
diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Kecamatan
Tebing Syahbandar Kami mengucapkan terima kasih kepada semua
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pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana
Strategis ini. Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini
dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja
pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada
masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tebing
Syahbandar.

rdang Bedagai, September 2023
ymdh Tebing Syahbandar
serdang bedagai
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang
selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam
Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten
Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen
perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026. Rencana Strategis
(Renstra) Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai
yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai
berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan
Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Kecamatan Tebing Syahbandar menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan
Kecamatan Tebing Syahbandar juga menjadi acuan dalam
mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan

Kecamatan Tebing Syahbandar. Selain itu, Renstra berperan sangat



penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi
mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan
berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan
Kecamatan Tebing Syahbandar berkontribusi dalam mewujudkan
tujuan pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai berkaitan dengan

urusan kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Perubahan Kecamatan Tebing
Syahbandar terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari
persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan
rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir
Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat
Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan
berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan
Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah.
Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,
Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja
Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat
Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai
dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten,
Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra
Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai.

Renstra Kecamatan Tebing Syahbandar Tahun 2021-2026
dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian

rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam



Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Kecamatan Tebing
Syahbandar harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan
selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-
1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya
terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti
dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan
indikator subkegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 didasarkan

pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi

Sumatera Utara;



10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



11.

12.

13.

14.

15.

16.

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian dan = Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Serdang Bedagai;

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun

2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
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25.

Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2022

Peraturan Bupati serdang Bedagai nomor 89 Tahun 2022 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Serdang Bedagai.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan dimaksudkan

sebagai arahan dan pedoman bagi Kecamatan Tebing Syahbandar

untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah

ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan

Tebing Syahbandar Kabupaten serdang bedagai Tahun 2021-2026

antara lain:

Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan
misi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan
mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan
sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang
diemban Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang
Bedagai;

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tebing

Syahbandar dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
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3. Menyediakan tolok wukur kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam
melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Tebing
Syahbandar.

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Perangkat Daerah
dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tebing
Syahbandar yang merupakan dokumen perencanaan Kecamatan

Teluk tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Tebing Syahbandar
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 ini disusun dengan

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra

Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)
Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan

isu-isu strategis Perangkat Daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah
Perangkat Daerah Kabupaten serdang bedagai beserta indikator

kinerjanya.
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah
kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten serdang bedagai dalam lima

tahun mendatang.
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten serdang bedagai.
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BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

Kabupaten serdang bedagai.
BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan
penyusunan Dokumen Renstra Kecamatan Tebing Syahbandar

Kabupaten serdang bedagai.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 89
Tahun 2022 tentang Kedudukan,Susunan organisasi, Uraian tugas
dan fungsi, serta Tata kerja kecamatan di lingkungan pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai, maka Kecamatan Teluk Mengkudu
Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas meningkatkan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan*). Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan
Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai meyelenggaraan
fungsi:

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

b. Koordinasi kegiata pemberdayaan masyarakat;

c. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;

d. Koordinasi penerapan dan penegakan perda dan peraturan
bupati;

e. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;

f. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan
/atau kelurahan;

h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten yang tidk dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan

daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

17



i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan

perundang-undangan.

Susunan Organisasi Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten
Serdang Bedagai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Serdang
Bedagai Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan,Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai

berikut:

1. Organisasi Kecamatan Tipe-A, terdiri dari :

a. Camat;

b. Sekretariat;

c. Seksi pemerintahan;

d. Seksi ketentraman,ketertiban umum,dan kebersihan;
e. Seksi pemberdayaan masyarakat;

f. Seksi pendapatan;

g. Seksi kesejahteraan sosial dan budaya;

h. Kelompok jjabatan fungsional

2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
atas :
a. Subbagian umum dan kepegawaian

b. Subbagian perencanaan,keuangan, dan akuntabilitas.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat sesuai Pasal (4) mempuyai tugas pokok membantu bupati
melaksanankan urusan pemerintah daerah di bidang Kewilayahan
Camat juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai Pasal (4)

sebagai berikut:
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a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;

d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah
dan peraturan bupati;

e. koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,;

f. koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau
sebutan lain dan/ atau kelurahan;

h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan
daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

i. penanggung jawab pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu
kecamatan;

j- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsi.

Uraian tugas camat :

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan
umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat, meliputi
1. partisipasi masyarakat dalam forum

musyawarah perencanaan pembangunan di
desa/kelurahan dan kecamatan;
2. sinkronisasi program kerja dan  kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh
pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;

3. efektivitas kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kecamatan;
4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan

masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada
bupati melalui sekretaris daerah sesuai dengan
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ketentuan yang berlaku.
mengoordinasikan upaya penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi
vertikal di wilayah kecamatan;

2. harmonisasi hubungan dengan tokoh
agama dan tokoh masyarakat;

3. pelaporan pelaksanaan pembinaan
ketenteraman dan ketertiban kepada bupati melalui
sekretaris daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

mengoordinasikan penerapan dan penegakan
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,
meliputi

1. sinergitas dengan perangkat daerah yang
tugas dan fungsinya di bidang penegakan
peraturan perundang- undangan dan/atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan
penegakan peraturan  perundang-undangan di
wilayah kecamatan kepada bupati melalui

sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan
sarana pelayanan umum, meliputi

1. sinergitas dengan perangkat daerah
dan/atau instansi vertikal yang terkait;

2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak
swasta;

3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum di
wilayah kecamatan kepada bupati melalui
sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi

1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan
dengan perangkatdaerah dan instansi terkait;
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2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di
tingkat kecamatan;

3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati
melalui sekretaris daerah.

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan
pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan
oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di
kecamatan, meliputi
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada

masyarakat di kecamatan;

2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan
minimal di wilayahnya;

3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
di wilayah kecamatan;

4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada
masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati
melalui sekretaris daerah.

i. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh bupati sesuai karakteristik wilayah,
kebutuhan daerah dan tugas pembantuan berdasarkan
peraturan perundang- undangan berlaku;

j- camat di kawasan perbatasan mnegara dapat
diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari
pemerintah pusat secara berjenjang dalam pengelolaan
dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan

konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan,
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evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan,
keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan,
kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan
penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan
Kecamatan Teluk Mengkudu. Sekretaris dalam melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal (5), mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data,

pelaporan program, dan anggaran kecamatan;

b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan,

serta urusan akuntansi, dan pelaporan keuangan;

c. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam,

perlengkapan, pengelolaan asset dan dokumentasi;

d. pengelolaan administrasi kepegawaian,pembinaan dan evaluasi

kinerja Aparatur Sipil Negara;

e. pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh camat.

Uraian tugas sekretaris :

a. menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan;

b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai
bidang tugasnya;

c. memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing
bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan
tertib;

d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terhadap
kasubbag, kepala  seksi, dan kelompok jabatan
fungsional serta desa/kelurahan;

e. mengadakan pembinaan administrasi organisasi tata
laksana serta memberikan pelayanan teknis
administrasi kepada seluruh pegawai;
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f. membuat program kerja tahunan sebagai pedoman
dalam  melaksanakan tugasnya dengan mengacu
kepada program kerjakecamatan;

g. melaksanakan pengkajian masalah strategis kecamatan;

h. membantu camat dalam merumuskan kebijakan
pemerintah kecamatan dalam bidang pembangunan
di tingkat desa/kelurahan;

i. melaksanakan pembinaan dan evaluasi kinerja
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kecamatan,
desa/kelurahan;

Jj- menyampaikan saran dan  pertimbangan  kepada

camat tentang langkah-langkah yang perlu diambil
dengan ketentuan yang berlaku;

k. membantu dalam penetapan/pedoman teknis dalam
pelayanan publik terhadap penyelenggaraan  tugas
dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan di lingkungan kecamatan;

1. mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan tugas-
tugas kepala subbagian umum dan kepegawaian
dan kepala subbagian perencanaan, keuangan, dan
akuntabilitas di lingkungan kecamatan;

m. membuat laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
n. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan

sebagai bahan Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil
Negara (ASN);

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan camat sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

p.
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kasubbag dan Kepala Seksi.
Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Tebing Syahbandar
Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana Peraturan Bupati Serdang
Bedagai Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan,Susunan

organisasi, Uraian tugas dan fungsi, serta Tata kerja kecamatan di
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lingkungan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, dapat dilihat

pada bagan dibawah ini:

A. Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

a. menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan;

b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang
tugasnya;

c. memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing
bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan
tertib;

d. membuat program kerja tahunan di subbagian
umum dan kepegawaian dengan mengacu kepada
program kerja kecamatan;

e. melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan,
organisasi,ketatalaksanaan,dan pengelolaan kepegawaian;

f. menyelenggarakan penerimaan naskah dinas,
mencatat dalam lembaran disposisi;

g. memelihara, menyimpan, dan mengatur penggunaan
stempel jabatan camat;

h. melakukan pendataan terhadap aset pemerintah dan
desa ditingkat kecamatan;

i. membuat laporan bulanan penduduk di tingkat

kecamatan;

j. melaksanakan verifikasi dan pemeriksaan data
kependudukan, surat keterangan, formulir Kartu
Tanda Penduduk/Kartu Keluarga (KTP/KK) di tingkat
kecamatan;

k. menyerahkan dan meneruskan formulir yang telah
disahkan ke Tempat Perekaman Data Kependudukan
(TPDK) di tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten;

. membuat rencana kebutuhan alat tulis kantor dan
barang kebutuhan kecamatan;

m. melakukan pelayanan umum dan memberikan surat
pindah, surat keterangan penduduk dan lain-lain;

n. mempersiapkan rapat, pertemuan, upacara resmi, dan
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acara lainnya;
0. mengurus kegiatan rumah tangga kecamatan;

w

mengoordinasikan dan mengagendakan jadwal kegiatan

kecamatan;

C. mengatur jadwal tamu-tamu dinas kecamatan;

D. membuat daftar hadir dan merekapitulasi kehadiran
Aparatur Sipil Negara di tingkat kecamatan;

E. memelihara dan menyimpan data/berkas kepegawaian
kecamatan;

F. mempersiapkan bahan dalam rangka  pembinaan
dan evaluasikinerja pegawai;

G. merencanakan, mengusulkan, memelihara dan
mendistribusikan alat-alat kebutuhan kecamatan;

H. menyusun kebutuhan pegawai ASN di lingkungan
kecamatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis
beban kerja;

. menyusun standar operasional prosedur (SOP) dilingkup

kecamatan;

J. melakukan koordinasi tugas-tugas Lkepada sekretaris
camat;

K. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan
ketentuan yang berlaku;

L. membuat laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
aa.menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai
bahan Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil

Negara (ASN);

bb.pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas.

a. menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan;

b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang
tugasnya;

c. memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing
bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan
tertib;
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menyusun rencana program, Kkegiatan, dan anggaran,
pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan
penyusunan laporan kinerja tingkat kecamatan;
mengumpulkan, mengolah, dan mempersiapkan bahan
guna untuk penyusunan rencana program pembangunan
kecamatan;

menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat kecamatan;
menyusun Renstra, Renja, Lakip, Perjanjian Kinerja,
LKPJ, LPPD, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tingkat
kecamatan;

menyusun dan membuat rencana perubahan anggaran
tingkat kecamatan;

pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan
verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan
keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan,
serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
mengatur dan mengurus perjalanan dinas kecamatan;

menyusun peta proses bisnis di lingkup kecamatan;

melakukan koordinasi tugas-tugas kepada sekretaris
camat;

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil
dengan ketentuan yang berlaku;

membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas dan fungsinya kepada atasan;

menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai
bahan Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara
(ASN);

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sekretaris
sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pemerintahan

menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan;
mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang
tugasnya;

memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing
bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan
tertib;

membuat program kerja tahunan di seksi pemerintahan
dengan mengacu kepada program kerja kecamatan;

pelaksanaan tugas forum  koordinasi pimpinan di
kecamatan;

menyelenggarakan kegiatan koordinasi penyelenggaraan
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B

kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan
desa/ kelurahan;

menyelenggarakan tugas-tugas pembantuan di bidang
keagrariaan/pertanahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

memproses usul pemberhentian Kepala Desa dan
pengangkatan Pejabat Kepala Desa yang diajukan
oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

pembinaan dan pengawasan pembentukan BPD;
fasilitasi  pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa;

fasilitasi penyelesaian perselisihan bidang pemerintahan
desa;

fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala
desa;

fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat
desa;

koordinasi dan fasilitasi pembentukan penyelenggaraan
pemilihan umum (Pemilu), pemilihan kepala daerah
(Pilkada) dikecamatan,

fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades);

rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat
desa;

fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan
ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
fasilitasi penetapan tapal batas desa/kelurahan,
kecamatan, dan kabupaten;

fasilitasi penetapan rupabumi di kecamatan;

. membuat laporan monografi kecamatan;

menyelenggarakan urusan pemerintahaan yang
tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah
yang ada di kecamatan;

koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan umum;

pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan
kepada camat;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil
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dengan ketentuan yang berlaku;

membuat laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugasdan fungsinya kepada atasan;
menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai
bahan Penilaian Prestasi Kerja (SKP) Aparatur Sipil
Negara (ASN);

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan
sesuai dengantugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan
dan Kebersihan.

menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan;
mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang
tugasnya;

memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing
bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan
tertib;

membuat program kerja tahunan di seksi
ketenteraman, ketertiban umum, dan kebersihan dengan
mengacu kepada program kerja kecamatan;

koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman,
ketertiban umum, dan kebersihan tingkat kecamatan;
fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman,ketertiban umum,
dan kebersihan;

sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di
wilayah kecamatan;

. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh
masyarakat;

koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas
dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-
undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah
dan peraturan kepala daerah;

fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan
perundang- undangan;
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koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan
fungsinya di bidang kebersihan lingkungan;

. pembinaan gotong royong masyarakat untuk mendukung
gerakan pembangunan swadaya masyarakat dan
melakukan penyuluhan dalam rangka menumbuhkan
kesadaran dan tanggung jawab dalam pembangunan
dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;

. pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data di seksi
ketenteraman, ketertiban umum, dan kebersihan;
pelaksanaan pembinaan terhadap perlindungan masyarakat;
memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman,
ketertiban umum, dan kebersihan tingkat kecamatan;
memproses rekomendasi dan koordinasi perizinan
tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

melakukan  pengawasan dan  pemantauan  dalam
pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah;

fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum terhadap
pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) dan
anggota BPD;

fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah
kabupaten/ kota yang diserahkan kepada kepala desa
di seksi ketenteraman, ketertiban umum, dan
kebersihan;

. melaksanakan tugas pembantuan di bidang

pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada
masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan
akibat bencana alam dan bantuan lainnya;

melakukan pembinaan masalah kenakalan remaja,
penyalahgunaan narkoba dan masalah social;

. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap
setiap izin dan rekomendasi yang dikeluarkan di
wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

melaksanakan  koordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka pelayanan kebersihan kawasan
perkotaan, pedesaan, dan pasar;

menyusun standar operasional prosedur (SOP)
kebersihan tingkat kecamatan;

mengoordinasikan upaya penyelenggaraan kebersihan
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lingkungan tingkat kecamatan;

aa.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

bb.

atasan tentang langkah-langkah  yang perlu
diambil dengan ketentuan yang berlaku;

membuat laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;

cc.menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan

dd.

o P

sebagai bahan Penilaian Prestasi Kerja Aparatur
Sipil Negara (ASN);

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan
sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

. menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan;
mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang

tugasnya;

memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing
bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan
tertib;

membuat program kerja tahunan di seksi
pembangunan, pem- berdayaan masyarakat dan
desa dengan mengacu kepada program  kerja
kecamatan;

. menyiapkan bahan penyusunan program di

bidang pemberdayaan masyarakat;

peningkatan  partisipasi masyarakat dalam = forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

di desa/kelurahan;

melaksanakan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan;

sinkronisasi program kerja dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh

pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan

pendayagunaan aset desa;

melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan

30



prasarana desa;

k. fasilitasi pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat
Desa;

. mengoordinasikan penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa, RKP
Desa, APB Desa);

m. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan
daerah dengan pembangunan desa;

n. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif;

o. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat desa;

p.- koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;

q. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan
perdesaan;

r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan
perdesaan diwilayah kecamatan;

s. meneliti dan memverifikasi wusulan anggaran yang
diajukan oleh desa/kelurahan;

t. sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDesa) dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa;

u. fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa
dengan pihak ketiga;

v. koordinasi kegiatan pemberdayaan tingkat
desa/kelurahan;

w. peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan
masyarakat diwilayah kecamatan;

x. evaluasi kelurahan;

y. pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;

z. pemberdayaan masyarakat desa;

aa. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban
lembaga kemasyarakatan;

ab.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan tentang langkah-langkah  yang perlu
diambil dengan ketentuan yang berlaku;

ac.membuat laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;

ad.menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan
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ac.

m.

sebagai bahan Penilaian Prestasi Kerja (SKP)
Aparatur Sipil Negara (ASN);

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pendapatan.

menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan;
mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang
tugasnya;

memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing
bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan
tertib;

membuat program kerja tahunan di seksi
pendapatan dengan mengacu kepada program kerja
kecamatan;

melakukan pembinaan dalam meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak maupun retribusi
daerah tingkat kecamatan;

melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah
yang diserahkan ke pihak kecamatan;

melakukan pendataan  jumlah  wajib pajak dan
retribusi daerah yang diserahkan ke pihak kecamatan;
membuat laporan tentang hasil pencapaian pajak dan
retribusi kecamatan;

melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat wajib
pajak dan retribusi tentang manfaat membayar pajak
dan retribusi daerah wilayah kecamatan;

melakukan upaya dalam rangka peningkatan
pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan
retribusi di tingkat kecamatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan
ketentuan yang berlaku;

membuat laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai
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bahan Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara
(ASN);

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya.

menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan;
mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang
tugasnya;

memberi petunjuk, membagi tugas, dan membimbing
bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan
tertib;

membuat program kerja tahunan di seksi
kesejahteraan sosial dan budaya dengan mengacu
kepada program kerja kecamatan;

penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

pembinaan wawasan = kebangsaan dan  ketahanan
nasional dalam rangka memantapkan pengamalan
Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (bimtek,
sosialisasi, konsultasi)  wawasan  kebangsaan dan
ketahanan mnasional;

pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya guna
mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan
nasional;

melaksanakan pembinaan terhadap kehidupan
kerukunan beragama dan antar umat beragama;
membina kegiatan Badan Amil Zakat, Infak dan
Sadagqah (BAZIS) dan Lembaga Amil Zakat tingkat
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kecamatan;
melakukan pembinaan kesejahteraan keluarga;

. koordinasi pembinaan keluarga berencana;

memfasilitasi kegiatan posyandu holistik integratif;
memfasilitasi pembentukan karang taruna;
menyelenggarakan kegiatan hari-hari besar keagamaan
dan haribesar nasional;

melakukan pembinaan generasi muda;

melakukan pengawasan dan monitoring bantuan sosial;
melakukan koordinasi dan pengendalian serta
membantu  pelaksanaan penanggulangan masalah
kemiskinan, bencana alam, wabah penyakit menular
serta rawan pangan;

melakukan pembinaan masalah kenakalan remaja,
penyalahgunaan narkoba dan masalah sosial;
melakukan pembinaan terhadap kesejahteraan keluarga;
memproses surat-surat keterangan miskin/tidak mampu;
mendata dan memfasilitasi pelaksanaan
pendistribusian beras miskin (raskin) ke desa-desa;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan
ketentuan yang berlaku;

membuat laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai
bahan Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara
(ASN);

.melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh

atasan sesuai tugas dan fungsinya.
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SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Gambar: 2.1
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Tebing Syahbandar harus
dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu
didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya
merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi
pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit
usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana.
Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta
ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan
adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan
profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang

ada pada Perangkat Daerah.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan
Tebing Syahbandar sesuai struktur organisasi dengan Sumber Daya
Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten
Serdang Bedagai sebanyak 13 ( Tiga Belas) orang Aparatur Sipil
Negara (ASN) dan non ASN, yang terdiri dari:

Eselon III : 2 (Dua ) orang
Eselon IV : 7 (Tujuh ) orang
Staf (Non Eselon ASN) : 4 ( Empat )
orang
4. Staf non ASN : 8 ( Delapan ) orang
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Pemerintah
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p

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan ASN yang dimiliki dapat

dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 4 ( Empat ) orang
2. Sarjana S-1 : 7 (Tujuh ) orang
3. Diploma -3 : 1 (Satu) Orang
4. Diploma -4 :0
5. SLTA : 1 (Satu) orang
6. SLTP : 0
7. SD : 0
Tabel 2.3
Proporsi Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN
Kecamatan Tebing syahbandar

NO | ESELON ASN | NON ASN TOTAL KET
1. | 2d 1 - 1

2. | 3b 2 - 2

3. | 3c 3 - 3

4. | 3d 5 - 5

3. | 4a 1 - 1

4. | 4b 1 - 1

S. | Fungsional Umum 4 - 4

6. | Tenaga Kontrak - 8 8

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Tebing Syahbandar

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang
dimiliki oleh Perangkat Daerah sebagai peralatan pendukung

tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:
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Tabel : 2.4

Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai
Per Tgl Bulan Tahun

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Kecamatan Tebing Syahbandar
. Bidang/ Nilai (Rp)

No | KIB Jenis Aset Tetap Unit/Paket Satuan m2

1 | KIB A | Tanah 1600 M2 135.000.000-

2 |KIBB Pera}atan dan 29 unit 282.113.787
Mesin

3 |kiBc |Gedung  dan 3 unit 1.033.460.000
Bangunan

4 | KIDD Jala'm Irigasi dan 1 paket 3.000.000
Jaringan

Jumlah Nilai Aset Tetap

Nilai aset tetap yang dimiliki/ dikuasasi Kecamatan Tebing
Syahbandar Kabupaten serdang bedagai per tgl 31 bulan 12 tahun
2022 sebesar Rp 1.453.573.787

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
yang diatur dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai No.89 Tahun
2022 maka Perangkat Daerah telah menentukan arah kebijakan
yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh
Bagian dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan
kegiatan. Adapun capaian kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat

pada tabel dibawah ini:
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Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai
Indikator
No Kinerja Targe Targe Target Target Renstra PD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke-
sesuai Tugas t Indikator . .
: t IKK . Rasio Capaian pada Tahun ke-
dan Fungsi NSPK lainnya
PD 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2018 2019 2020 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 2021 2022 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022
A Indikator
IKU PD
Indeks
Kepuasan
Masyaraka . . 78,50 80 |80,0 | 876 108, | 98,3
o, 4 o, ’ ’ ’ ’
1 t Terhadap 78% % 79% % 39 99 100 26 a
Pelayanan
Kecamatan

Kecamatan Tebing Syahbandar menindaklanjuti berbagai pengaduan yang ada terkait unsur pelayanan sehingga dapat
meningkatkan pelayanan publik. Untuk mendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan

Masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public.

18



Pemerintah

Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tebing Syahbandar

Kabupaten serdang bedagai

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

(dalam ribuan rupiah) (dalam ribuan rupiah) Tahun ke-
Uraian A |R
ng | ea
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ga | lis
ra | as
n i
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(juta) (juta) (juta) (juta) (juta) (juta) (juta) (juta) (juta) (juta) | % % % % % % | %

BELANJA 1.953.28 2.027.968. | 2.255.031. | 2.325.642.31 | 1.716.882. | 1.945.989.6 | 1.702.694. | 2.025.07 | 1.969.15 | 1.629.26

DAERAH 3.626,00 448,00 666,00 (] 347,00 26,00 650,00 | 8.215,00 | 6.395,00 | 2.865,00 99,63 | 8396 | 89,80 | 84,67 | 9450 | - .

Belanja tidak 1.479.739. | 1.551.424. | 1.747.487. | 1.850.116.47 | 1.467.009. | 1.479.739.6 | 1.217.968. | 1.520.46 | 1.494.10 | 1.379.41

langsung 626,00 448,00 666,00 0,00 847,00 26,00 650,00 | 8.915,00 | 5.065,00 | 3.365,00 100 | 7851 | 87,01 80,76 | 94,03 | - )

Belanja 1.476.739. | 1.551.424. | 1.747.487. | 1.850.116.47 | 1.467.009. | 1.479.739.6 | 1.217.968. | 1.520.46 | 1.494.10 | 1.379.41

pegawai 626,00 448,00 666,00 0,00 847,00 26,00 650,00 | 8.915,00 | 5.065,00 | 3.365,00 100 | 7851 | 87,01 80,76 | 94,03 ) )

Belanja 476.544.00 | 486.544.00 | 507.544.00 | 475.525.840, | 249.872.50 | 466.250.00 | 484.726.00 | 504.609. | 475.051. | 249.849.

langsung 0,00 0,00 0,00 00 0,00 0,00 0,00 300,00 330,00 500,00 97,84 | 99,63 | 9942 99,90 | 99,99

Program

pelayanan 201.000.00 | 221.500.00 | 204.550.00 | 170.728.840, | 156.252.50 | 201.000.00 | 220.717.00 | 204.550. | 170.726. | 156.252. 100 | 9965 100 100 100 ) i

administrasi 0,00 0,00 0,00 00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 500,00 ’

perkantoran

Program

peningkatan | gg 344 000 | 89.594.000, | 76.544.000, | 72.351.000,0 | 43.620.000, | 95.393.000, | 88.559.000, | 73.609.3 | 72.316.0 | 43.597.0

sarana dan 100 00 00 0 00 00 00 00,00 00,00 00,00 97,00 98,84 96,17 99,95 99,95 | - -

prasarana

aparatur
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Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran
(dalam ribuan rupiah) (dalam ribuan rupiah) Tahun ke-
Uraian A |R
ng | ea
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ga | lis
ra | as
n i
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Program
Peningkatan
Pengembang
> 15.000.000 15.000.000, 15.000.000, 15.000.0
an Sistem 00 0,00 00 0,00 0,00 00 0,00 00,00 0,00 0,00 100 - 100 - -
Pelaporan
Capaian
Kinerja
Program hari
besar 73.950.000 | 88.000.000, | 95.000.000, | 123.017.000, | 42.000.000, | 73.950.000, | 88.000.000, | 95.000.0 | 123.017. | 42.000.0 100 100 100 100 100 | - i
,00 00 00 00 00 00 00 00,00 000,00 00,00
keagamaan
Programhari | ¢ 750,000 | 35.650.000, | 34.250.000, | 40.950.000,0 26.750.000, | 35.650.000, | 34.250.0 | 40.950.0
besar 00 00 00 0 0,00 00 00 00,00 00,00 0,00 100 100 100 100 -] - -
nasional
Program
pemberdayaa | 61.500.000 | 46.800.000, | 39.700.000, | 48.279.000,0 | 8.000.000,0 | 54.157.000, | 46.800.000, | 39.700.0 | 47.841.0 | 8.000.00 i i
n masyarakat ,00 00 00 0 0 00 00 00,00 00,00 0,00 88,06 100 100 99,09 100
desa
Program
Pengelolaan 0,00 5.000.000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,0 N ) - | 100 ) ) )
Data Terpadu 0 0
SKPD
Program
Pemeliharaan 35.000.000, 35.000.0 | 9.900.00
Fasilitas 0,00 0,00 00 | 9-900-000,00 | 0,00 0,00 0,00 00,00 0.00 0,00 - - 100 100 | -
Umum
Program
Peningkatan 0,00 0,00 9.600.000,0 9.600.000,00 | 0,00 0,00 0,00 7.500.00 | 9.600.00 0,00 - - 78,13 100 -
0 0,00 | 0,00
PAD
Program
Peningkatan | g,9 0,00 0,00 700.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000, 1 4,00 - - - | 100 -
Kulitas 00
Pelayanan
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Lestia

PERUBAHAN

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
20 26




Publik

Belanja
Langsung
(Bag. AP.PBJ)

Dari Tabel 2.3 di atas, dapat kita lihat bahwa ada beberapa kegiatan tidak dianggarkan, karena disebabkan
keterbatasan anggaran pada Kecamatan Tebing Syahbandar. Namun capaian kinerja Kecamatan Tebing

Syahbandar tetap maksimal dan berjalan dengan baik.
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2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan ekternal
yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Perangkat Daerah
dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan
peluang Perangkat Daerah dalam mencapai target yang telah

ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal
a. Kekuatan

1) Kerjasama antar instansi vertikal terjalin dengan baik
sehingga setiap masalah dapat segera diselesaikan;

2) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara
pimpinan,pejabat struktural dan para staf
kecamatan,sehingga tercipta suasana kerja dan
pelayanan yang baik dan kondusif;

3) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas
SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan
pendidikan latihan bagi setiap pegawai.

b. Kelemahan

1) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kinerja

di kantor camat Tebing Syahbandar, sehingga

memperlambat pelayanan;

esyo Uty 1 minimnya anggaran kecamatan dalam menunjang
PERUBAHAN

0512026 nﬁzlayanan kepada masyarakat terutama
disebabkan refocusing;
3) Masih rendahnya pengetahuan tentang teknologi

informasi aparatur kantor camat;
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4) Masih kurangnya kuantitas aparatur di Kecamatan

Tebing Syahbandar.

2. Faktor Eksternal
a. Peluang

1) Keberadaan organisasi masyarakat sebagai mitra
pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang
dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan
pembangunan melalui koordinasi dan dalam
implementasi program pembangunan;

2) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program
yang akan dilaksanakan dalam mendukung pelaksanaan
pembangunan

3) Penerapan otonomi daerah dan tuntutan implementasi
Good Governance merupakan peluang untuk
meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan dagi
Kecamatan Tebing Syahbandar dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan.

b. Tantangan
1) Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan
berbagai kepentingan sering menimbulkan

pertentangan,untuk itu aspirasi perlu ditampung dan

cnstva hatikan;
PERUBAHAN R . o .
021 202¢ ! ﬁlmlsnya tingkat pendidikan dan sosial

ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak

masyarakat;
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3) Transparansi informasi melalui media sosial menuntut
Kecamatan untuk ikut berperan aktif dan responsive

terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

enslwa

PERUBAHAN

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

2021-2026

25



BAB Il

Desstia

PERUBAHAN

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

2021-2026




BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN TEBING SYAHBANNDAR

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Tebing Syahbandar memiliki tugas dan fungsi yang
tercantum dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 89 Tahun
2022 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai, maka Kecamatan Tebing Syahbandar
Kabupaten Serdang Bedagai mengampu tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas meningkatkan koordinasi penyelenggraan
pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa
atau kelurahan. Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang
Bedagai membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang
kewilayahan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut,
Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai memiliki

fungsi untuk menyelenggarakan:

a.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

Soordis i kegiatan pemberdayaan masyarakat;
PERIIE €.f0 011 aya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
2021-2026
d.Koordinasi penerapan dan penegakan perda dan peraturan
bupati;
e.Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;
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f. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

g.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa
dan /atau kelurahan;

h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja
pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan peraturan

perundang-undangan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh

Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten serdang bedagai di tengah

upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah

teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten serdang bedagai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tebing Syahbandar

NO POKOK MASALAH AKAR MASALAH
MASALAH
Penyelenggaraan 1. Kapabilitas SDM
pemerintahan umum yang masih rendah
;E 2 et Dot belum optimal 2. llgeter‘tp?tasggM
PERUBAHAM : vantitas
e T TS e elum optimalnya | Keterbatasan sarana
eliharaan sarana | dan prasarana
1 | penyelenggaraa ..
. dan prasarana | pendukung kinerja
n pemerintahan
di kecamatan pelayanan umum
Belum optimalnya | 1. Rendahnya
pemberdayaan swadaya
masyarakat di masyarakat
kecamatan 2. Realisasi dari hasil
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Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tebing Syahbandar

NO POKOK MASALAH AKAR MASALAH
MASALAH

musrenbang masih
rendah

3. Pembangunan
belum tepat
sasaran

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan

Misi RPJMD Kabupaten serdang bedagai tahun 2021 yang terdiri dari

1. Misi 1 = Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
cerdas, sehat, unggul, berimandan bertagwa dengan pemanfaatan
ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)

2. Misi 2 = Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola
pemerintahan daerah yang bersih dan baik (clean and good
govermance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku

3. Misi 3 = Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya
saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan,
peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil, menengah dan

akan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi

(222 7 angan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya

PERUBAHAN

KABUPATEN SERDANG BFDAGAI
A e

nenga *n ekonomi disaat dan setelah pendemic
wabah covid 19

4. Misi 4 = Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan

prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumber daya yang
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ada di desa, kabupaten, provinsi dan pusat yang terintegritas
dengan sektor-sektor lainnya

5. Misi 5 = Melakukan pemberdayaan masyarakatdi berbagai aspek
dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum
dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk

anak-anak, perempuan dan kelompok difabel.

Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai
memiliki keterkaitan dengan Misi ke II Tujuan ke 2.1 dan tujuan 5.1
dan Sasaran ke 2.1.3 dan 5.1.1 dari RPJMD Kabupaten Serdang

Bedagai Tahun 2021- 2026. Kecamatan Tebing Syahbandar

Kabupaten Serdang Bedagai berperan untuk meningkatkan

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan
pemberdayaan desa atau kelurahan. Oleh karena itu, Kecamatan
Tebing Syahbandar Kabupaten serdang  bedagai perlu
mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan
terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada

tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Kecamatan Tebing Syahbandar terhadap pencapaian Visi dan Misi
Kabupaten serdang bedagai

No

Faktor
Misi Faktor Pendorong Penghambat
/.-) - -Meningkatkan - - Kapabilitas
pelayanaii pe koordinasi antar | SDM yang
KABUPATEN SERDANG BED.-GAI SekSi; N maSihrendah; -
rah ya Koordinasi antar | Keterbatasansar

baik(clean and instansi vertikal ana dan
goodgovermance) sesuai yang baik prasarana
dengan hukum dan prndukung
ketentuan yang Berlaku kinerja di

kecamatan
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Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra
Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tebing
Syahbandar Berdasarkan Sasaran Kementerian Dalam Negeri

Permasalahan Faktor
Sasaran Renstra | Perangkat Daerah
K/L terkait Sasaran

Pendukung Penghambat
Renstra K/L

NIHIL

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tebing
Syahbandar Berdasarkan Sasaran Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Permasalahan Faktor
Sasaran Renstra | Perangkat Daerah
K/L terkait Sasaran

Penghambat Pendukung
Renstra K/L

NIHIL

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

bel 3.4 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tebing

asalahan Faktor
[ &t Daerah

terkait Sasaran
Renstra Provinsi

Renstra

Provinsi Pendukung | Penghambat

NIHIL
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3.4

Kecamatan Tebing Syahbandar tidak memiliki K/L dan
Perangkat Daerah Provinsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan

Renstra.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serdang
Bedagai ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai 2013-2033.
Tujuan penataan ruang di Kabupaten Serdang Bedagai adalah
“Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai pusat
pertanian, perikanan, industri dan pariwisata yang berwawasan
lingkungan dengan memperhatikan mitigasi bencana”. Dengan
demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan
Kecamatan Tebing Syahbandar dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, memiliki
faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Tebing
Sya ang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada
Lenstia
PERUBARAN

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
2021-2026
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Pemerintah
bupaten Serdang Bedagai

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Kecamatan Tebing Syahbandar ditinjau dari implikasi RTRW

No Telaah RTRW Faktor Pendorong | Faktor Penghambat
terkait Tupoksi

1. | Penetapan Potensi pendukung | Kawasan wisata
Kecamatan wisata startegis yang ada belum
Tebing ekonomi yang dikelola secara
Syahbandar memadai baik dan masih
sebagai dilakukan oleh
Kawasan sekelompok
Strategis untuk masyarakat.
Kepentingan
Pertumbuhan

Ekonomi yaitu
Kawasan yang
memiliki nilai
strategis
ekonomi yang
berpengaruh
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
kabupaten
Karena memiliki
sektor unggulan
yang dapat
menggerakkan
pertumbuhan

S —

Tebing
Syahbandar
juga ditetapkan
sebagai
Kawasan

otensi wisata
mangrove yang
memadai

Masih rendahnya
pengetahuan
masyarakat
tentang fungsi
hutan mangrove
sebagai pencegah
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Strategis Fungsi abrasi.
dan Daya
Dukung
Lingkungan
Hidup yaitu
kawasan yang
memiliki nilai
strategis fungsi
dan daya
dukung
lingkungan
hidup

Menurut penetapan kawasan strategis kabupaten, Kecamatan Tebing
Syahbandar ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Untuk
Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu kawasan yang memiliki
nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi kebupaten karena memiliki sektor unggulan yang dapat
menggerakkan pertumbuhan berupa Kawasan Wisata. Juga
ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung
Lingkungan Hidup yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi
dan daya dukung lingkungan hidup karena termasuk Daerah berada
di pesisir yang terkena abrasi laut dan memiliki keanekaragaman

hayati berupa Kawasan Ekosistem Mangrove.

Destia

342 - Tela ajian Lingkugan Hidup Starategis

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
2021-2026

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
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semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk
memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah
mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan
Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai ditinjau

dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Bagian Perekonomian dan SDA Kecamatan Tebing

Syahbandar ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

Telaah KLHS
terkait Tupoksi

No

Faktor Pendorong

Faktor Hambatan

1. | Pilar hukum dan
tata kelola
terutama yang
berbasis pada
permasalahan
reformasi

birokrasi

Sinergitas dan
kolaborasi yang
terjalin antar
pemerintah desa dan
pemerintah
kecamatan cukup
baik, sehingga
penyelenggaraan
pemerintahan berjalan
dengan lancar

Keterbatasan kualtas
dan kapasitas SDM
Aparatur di
Kecamatan Tebing
Syahbandar serta
alokasi anggaran
dalam pelaksanaan
program dan
kegiatan guna
mewujudkan tata
kelola pemerintahan
yang baik

Dewntia
3.0l'Penenti

PATE! BED,
e F0n 3026

-isu strategis

kondisi atau hal yang harus diperhatikan

atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang
signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian

yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak
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diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau

sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan
faktor penghambat pelayanan Kecamatan Tebing Syahbandar
Kabupaten serdang bedagai dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi
dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang
lingkup Kecamatan Tebing Syahbandar adalah sebagai berikut:

- Peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance)
Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Kecamatan Tebing Syahbandar adalah terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,
kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur
pemerintah Kecamatan Tebing Syahbandar;

e Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan  sebagian
kewenangan dari Bupati Serdang Bedagai kepada Camat di
bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi
yang ada di wilayah Dengan adanya penyerahan sebagian
kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap
mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku memiliki posisi yang kuat dan strategis

mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi
Wewstia

riketentbe non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
2021-2026

Mendukung penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni
tercapainya visi Kabupaten Serdang Bedagai;

e Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha

di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi
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masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan
pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna
mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan
adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh
memperhatikan Company/Cooperate Sosial Responsibility (CSR),
maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang
tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

e Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu PD di
Pemerintahan kabupaten Serdang Bedagai yang
menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar
mampu memberikan pelayanan secara prima kepada
masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas
hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur
serta tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan
pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan
yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan
masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan
memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu
mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

e Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Penambahan Kuantitas
Aparatur Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pemberian

“pelayai aasyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur
PERUBAHAN

KABUPAIENE_ERPANG BEDAGAI

2007(2121% Wencukupi dalam jumlah dan memiliki
persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam
meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan

penambahan jumlah aparatur;
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Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta
penegakan peraturan perundang-undangan. Dampak tentang
penyalahgunaan narkoba saat ini sudah begitu merajalela di
Kecamatan Tebing Syahbandar, hal ini tentunya perlu mendapat
perhatian yang sangat serius dari semua pihak demi
menyelamatkan masa depan anak bangsa. Kedepan diharapkan

hal ini dapat segera dituntaskan sampai ke akar —akarnya.

Lestia
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi
visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk
kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh
karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Serdang Bedagai dan
dengan Misi yang telah ditetapkan, Perangkat Daerah termasuk
dalam  Perangkat Daerah  Pengampu Misi ke II  yakni
Menyelenggarakan  pelayanan  publik dengan tata  kelola
pemerintahan daerah yang bersih dan baik ( clean and good
govermance) sesuai dengan hokum dan ketentuan yang berlaku,
serta Misi ke V yakni Melakukan pemberdayaan masyarakat di
berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial,
fasilitas umum dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat,

termasuk anak-anak, perempuan dan kelompok diabel.

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh
Bupati Serdang Bedagai dan diturunkan ke dalam tujuan dan
sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah
dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

Lestia

PERUBAHAN

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
2021-2026
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Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Tebing Syahbandar

N Indikator Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun
° Tujuan Sasaran Tujuan/Sasar ke-
an 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Sebelum Perubahan
Mengoptimalk
. Persentase
an Kualitas ]
peningkatan
Penyelenggar
penyelenggar
1 aan 25% | 24% 24% | 23% | 22% | 25%
aan
pemerintahan .
pemerintah
dan pelayanan
) Kecamatan
publik
Meningkatnya
kualitas
penyelenggar | Indeks
aan Kepuasaan
. .| 80% | 81% 82% | 83% | 84% | 85%
pemerintahan | Masyarakat di
dan Kecamatan
pelayanan
publik
. Persentase
Meningkatnya |
enyelenggar
Keterlibatan peny &8
aan
Masyarakat . 65% | 67% | 70% | 71% | 73% | 75%
2 pemerintahan
dalam
bangunan yang
em
P g dilaksanakan
Meningkatnya | Tingkat
Partisipasi Partisipasi
masyarakat Masyarakat 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87%
-, . O dalam
A)‘ enban Musrenban
PERUBAHAN g g
. KABUPATEN SERDANG BEDAGAI —
Setelah Perubahan
Meningka Indeks o | 85 | 4 | 86| 86, |
tkan Kepuasan 50 50 | 50
1 % % %
penyeleng Masyarak % % %
garaan at
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Pemerintah
o

Serdang Bedag

N Indikator Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun
° Tujuan Sasaran Tujuan/Sasar ke-
an 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
pemerinta diKecama
han di tan
kecamata
n
Meningka .
& Tingkat
tnya artisipas
keterlibat f) p
an masvarak 81 82 83 84 85 86
masyarak y %o %o %o % % %
at dalam
at dalam
pembang
pembang
unan
unan
Meningka
tnya
akuntabil | Nilai
itas SAKIPKec | B B B B B BB
kinerja amatan
kecamata
n

enslwa

PERUBAHAN
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H Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai

Gambar 4.1 Logical Framework Kecamatan Tebing Syahbandar
Kabupaten serdang bedagai

Gambarkan Logic Model Dalam Menyelesaikan

L
Isu Strategis
Administratif ~ Teknis B Layanan i
(===
L Ll { o T NialSAKP
-=p
Twat waktu ‘ -l E I
| [T Ty =

hee LI  Penyelesaian I
pelayanan * *

Tidak Berbayar + = Biaya, tarif - ey Perilaku Pelaksana  glied Sikap
Kepuasan

Masyarakat

Tata cara : (IKM) : =»  Pengetahuan
pelaksanaan | . - l l
pengaduan I : LR |
l_ Konsultasi P— ; d s
I pengaduan v Pelaksana
Tindak Lanjut 4 '
| Sarana & Prasarana I
|
| [===== === * Kﬂmmpﬂlﬂ
Sarana dan g | I i
Media | B " | i
ergera Tidak |
v ak Bergerak ¢
{Pembangunan, kendarsan, ! = Pengalaman
peran e (P e

(N

PERUBAHAN

KABUPATEN SERDlaNG BEDAGAI

2021-2026

43



Pemerintah
Kabug Serdang Bedagai

Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Tebing Syahbandar
Kabupaten serdang bedagai

KINERJA

LEVEL
KINERJA

Tujuan
Renstra

Kinerja
Strategi
s
Bidang
Urusan

Indikator
Tujuan

Sasaran
Renstra

Indikator
Sasaran

PK
Camat

Kinerja
Manajeri
Ell

KABUPATEN SER,
2021-202R/
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan
Perangkat Daerah selama S5 tahun ke depan dalam upaya
mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan
Tebing Syahbandar Kabupaten serdang bedagai Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah
dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka
panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh
beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai
pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena
strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat

di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di
suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin
dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan
pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam
jangka waktu S (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman
pelaksanaan  program maupun kegiatan guna menjamin
keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan
sasaran Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten serdang bedagai.
atan Tebing Syahbandar memiliki tugas dan fungsi sesuai

.,{_ el :
dengan yang ang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka

KARUPATEN SERDANG BEDAGAI
= e gt

neroat ID) Kabupaten serdang bedagai Tahun 2021-

2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.
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Pemerintah
Kabup Serdang Bedag

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI: Menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Kabupaten Serdang Bedagai Mandiri, Sejahtera dan Religius

MISI II: Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (clean and
good govermance) sesuai dengan Hukum dan Ketentuan yang berlaku.

pemerintahan dan
pelayanan publik

pemerintahan dan
pelayanan publik

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
. - Pelatihan yang efektif
Meni?lg'cllirtr;aglkan Meningkatkan kualitas - Peningkatan jumlah dan
envelensearaan penyelenggaraan Meningkatkan kapabilitas penataan distribusi
peny g8 SDM

aparatur
- Pelatihan TIK ( Teknologi
Informasi Komunikasi)

Penyediaan sarana dan
prasarana prioritas

Penggunaan anggaran
sesuai prioritas

Revisi regulasi terkait
pelimpahan kewenangan ke
Kecamatan

Meningkatkan koordinasi
antar instansi dan
mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat

Lestia

PERUBAHAN
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan
untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan
tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program
dan kegiatan Kecamatan Tebing syahbandar Kabupaten serdang
bedagai. Program dan kegiatan Kecamatan Tebing Syahbandar tentu
relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan
fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis
untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang
mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu
untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan

merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang
digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta
pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output)
kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur
sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini
memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta
pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Tebing

Syahbandar Kabupaten serdang bedagai.

Lestia

PERUBAHAN
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Pemerintah

Serdang Bedag

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten serdang bedagai

SEBELUM PERUBAHAN

. PROGRAM
:g::;' Pelay SER':,';:‘:‘ANG Cakupan Kantor it
anan Layanan Camat
9| puik | 7| ot | ot PEMERINTAHAN Administrasi NA tooy, | ESBT0ST | %0 | 2090 Tebing canal
dan yang DAERAH Perkantoran . Syahban s ahbar?dar
bersin Prima KABUPATEN/ KOTA yang tertangani dar Y
Kantor
Perencanaan, A Kantor
mgroganan | Lt Gt | cana
Evakuasi Kinerja P amnri Tahun Syahban Tebing
Perangkat Daerah e Syahbandar
Kantor
Kantor
PP Jumlah Camat
Evaluasi Kinerja 1 p Camat
Perangkat Daerah Egr:r:nc::aan NA Tahun 0 0 0 STzzlggn Tebing
4 dar Syahbandar
. . Terpenuhinya Kantor Kantor
20 G Administrasi 1 164231227 | 1| 17575 (et Camat
7101 01 2 gan F gl tah 0 tahu 90344 Tebing Tebi
Daerah anun n : Syahban €oing
e Syahbandar
1 ol I
71 o1 o1 20 | 0 | Penyediaan Gaji dan | Gaji dan 1 1.630.372.27 Tahu 1.745.5 Tebin Camat
2 1| Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tahun 0 n 94.344 Syahbgn Tebing
Syahbandar
dar

Destia
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Pemerintah
Kak Serdang Bedag

P

Penyediaan Kantor Kantor
At Terlayaninya 12 Camat
701 [ o1 |20 |0 Administrasi Administrasi 12 12000000 | bua | 2000 Tebing Camat
2 2 | Pelaksanaan  Tugas Pelak: bulan 000 Syahb Tebing
ASN elaksanaan n yanoan Syahbandar
Tugas ASN dar
Kantor et
fofl A Terpenuhinya Camat
7o o0 |20 AdministrasiUmum | p yrinictrai 100% | 32363500 | 100 | 62044 Tebing S
6 Perangkat Daerah % 294 Tebing
Umum Syahban
d Syahbandar
ar
Kantor
) ) ) 12 Camat Kecamatan
Ez:%/oerdlaan Alat Tulis E:’isse;(i;anrg? Alat bl]lzan 0 bula 1.00%8 Tebing Tebing
n Syahban Syahbandar
dar
Kantor
Penyediaan Jasa | Tersedianya 12 12 1.000.0 Camat Kecarpatan
KebersihanKantor jasa kebersihan bulan 0 bula 00 Tebing Tebing
n Syahban Syahbandar
dar
20 | 0| kompenen instlsi I;r:;grl]aer:]ya 1 !l 50449 o | Kecanatn
7101 01 A omp instalasi listrik/ 3.620..000 Tahu T Tebing Tebing
6 1| listik/  penerangan enerangan Tahun n 50 Syahban Syahbandar
bangunan kantor P 9 4 ¥
bangunan kantor dar
Kantor
20 | o Penyediaan Peralatan | Terpenuhinya 1 42953 Camat Kecamatan
7101 01 6 2 dan Perlengkapan keperluan alat Tahun 1.429.500 - '44' Tebing Tebing
Kantor tulis kantor Syahban Syahbandar
dar
Kantor
" Tersediannya 1 Camat Kecamatan
20 | 0| Penyediaan  Bahan 1 12.200. ] ]
7101 01 6 4 | Logistik Kantor Mgkanan dan Tahun 30.934.000 Tahu 000 Tebing Tebing
minuman n Syahban Syahbandar
dar
I Kantor
Penyediaan ~ Barang Tersedianya Camat Kecamatan
20 0 keperluan 1 6.514.0 . "
7101 01 Cetakan dan 0 - Tebing Tebing
6 5 enggandaan pencetakan dan Tahun 00 Syahban Syahbandar
pengg penggandaan ydar g
" Tersedianya Kantor
20 0 gz!gzg'g:?] Bahan bahan bacaan 1 Camat Kecamatan
7101 01 6 6 | Peraturan Perundang- dan peraturan Tahun 0 - - Tebing Tebing
undangan 9 perundang- Syahban Syahbandar
9 undangan dar
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Kantor
20 | o Penyelenggaraan Terlaksananya 1 33.990 Camat Kecamatan
7101 01 6 9 Rapat Koordinasi dan rapat - rapat Tahun 16.362.000 - '000' Tebing Tebing
Konsultasi SKPD dalam  daerah Syahban Syahbandar
dan luar daerah dar
Pengadaan Barang Tersedianya Kantor
20 Milik Daerah pagiatan 1tahu 35.607. (et || e
7101 01 0 Pengadaan - Tebing Tebing
7 henunianeliisan Barang Milik n 5% Syahban Syahbandar
Pemerintah Daerah Daerah e
Kantor
Tersedianya Camat Kecamatan
7101 01 2%0 g dP:I:g’\jlg:iir:ai::r:Iatan peralatan  dan “ahﬁ 0 - - Tebing Tebing
¥ mesin Syahban Syahbandar
dar
Tersedianya
N Kantor
Penyediaan Jasa Jasa
71 o1 01 2.0 Penunjang Urusan Penunjang 1 150.584.900 T;h 166.994 .(I:’:g;:t Ke_lt_::g?:tan
8 Pemerintahan Urusan Tahun D m .990 s ahbgn S ahbangdar
Daerah Pemerintahan Y e Y
Daerah
Kantor
" Terlaksananya 12 Camat Kecamatan
7101 01 20| 0] Penyediaan Jasa kegiatan  jasa 12 996.300 bula 24194, Tebing Tebing
8 4 | Surat Menyurat bulan 990
surat menyurat n Syahban Syahbandar
dar
Kantor
Penyediaan Jasa | Tersdedianya 12 12 142.800 Camat Kecamatan
Pelayanan Umum | jasa pelayanan bulan 149.588.600 bula '000 Tebing Tebing
Kantor umum kantor n ’ Syahban Syahbandar
dar
Pemeliharaan Kantor
20 Barang Milik Daerah Terpeliharanya 1 1 48.759 Camat Kecamatan
7|01 01 9 Penunjang Urusan Barang  Milik Tahun 33.470.000 Tah .849. Tebing Tebing
Pemerintahan Daerah un Syahban Syahbandar
Daerah dar
Tersedianya
Jasa
Penyediaan Jasa | Pemeliharaan,
Pemeliharaan, Biaya | Biaya Kantor
20 0 Pemeliharaan, Pajak Pemeliharaan, 1 25378 Camat Kecamatan
7101 01 9 2 dan Pemeliharaan | Pajak dan 1 Unit 33.470.000 Unit “083 Tebing Tebing
Kendaraan Dinas | Pemeliharaan Syahban Syahbandar
Operasional atau Kendaraan dar
Lapangan Dinas
Operasional
atau Lapangan
Kantor
20 | o Pemeliharaan Terpeliharanya 1 Camat Kecamatan
7101 01 9 6 Peralatan dan Mesin Peralatan ~ dan Tahun - - Tebing Tebing
Lainnya Mesin Syahban Syahbandar
dar
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Pemerintah
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Pemeliharaan / Kantor
20 | 0| Rehabiitasi Gedung | Terpeliharanya ! 17,081, Camat | Kecamatan
T o 9 9 | Kantor dan Bangunan edung kantor Tahun ) 766 Tebing Tebing
Lai qu gedung - Syahban Syahbandar
ainnya d
ar
Pemeliharaan / Kantor
Rehabilitasi ~ Sarana } 1 Camat Kecamatan
7101 01 290 g dan Prasarana T:;’:ﬂ'“s;?zf Tahun - 6'30000'0 Tebing Tebing
Gedung Kantor dan gedung - Syahban Syahbandar
Bangunan Lainnya dar
PROGRAM [ Kantor
PENYELENGGARAA maps el 1 16.240 Camat Kecamatan
7101 02 N PEMERINTAHAN terhzda 85% 57.034.000 Tah '006 Tebing Tebing
DAN PELAYANAN P un Syahban Syahbandar
pelayanan
PUBLIK : dar
Pemerintahan
Terkoordinasin
Koordinasi ya Kantor
20 Penyelenggaraan Penyelenggara 1 1 16.240, Camat Kecamatan
7|01 02 1 Kegiatan an Kegiatan Tahun 7.104.000 Tah '000' Tebing Tebing
Pemerintahan di Pemerintahan un Syahban Syahbandar
Tingkat Kecamatan di Tingkat dar
Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan Terlaksananya Kantor
20 0 Pelaksgnaan Kegiatan musrenbang 1 8.440.0 Canjat Kecanjatan
7101 02 Pemerintahan dengan " 1 Keg 5.650.000 Tebing Tebing
1 1 tingkat Keg 00
PerangkatDaerah dan Kecamatan Syahban Syahbandar
Instansi Vertikal dar
Terkait
. . Kantor
Pen!ngkatan Efektifitas 1 Camat Kecamatan
20 0 | Kegiatan 1 7.800.0 . .
7101 02 1 2 | Pemerintahan di tahun 1.454.000 tahu 00 Tebing Tebing
. n Syahban Syahbandar
tingkat Kecamatan dar
Penyelanggaraan ;:rselenﬂ?::: Kantor
Urusan q 1 Camat Kecamatan
7o |os |2 Pemerintahan Umum E;"L'I::'"“s:i':wi o | 49930000 | Tan | M5 Tebing Tebing
sesuai  Penugasan Penugasan un : Syahban Syahbandar
Kepala Daerah Kepala Daerah dar
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan  Nasional
dalam rangka
Kantor
Memantapkan Terlaksananya
20 | 0| Pengamalan Perayaan HUT 1 Tl 2405, Camat | Kecamatan
7|01 05 ; " 0 tahu Tebing Tebing
1 1| Pancasila, RI tingkat tahun n 000 Syahban Syahbandar
Pelaksanaan Undang- kecamatan 4 d Y
ar
Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian _Bhinneka
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Tunggal lka serta
Pemertahanan  dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
Pembinaan Kerukunan
Antarsuku dan
Intrasuku, Umat ,Jaﬂazan Hari - Kantor
20 | o Beragama, Ras, dan Hariy Besar 1 1 116.600 Camat Kecamatan
7101 05 1 4 Golongan Lainnya Keagamaan tahun 49.930.000 tahu '000 Tebing Tebing
Guna  Mewujudkan yang n ’ Syahban Syahbandar
Stabilitas  Keamanan - dar
Lokal, Regional, dan diaksanakan
Nasional
Kantor
2.216.7 Camat Kecamatan
JUMLAH 196575487 55977 Tebing Tebing
Syahban Syahbandar
dar
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Setelah Perubahan

PROGRAM
Pemerinta Pelaya PENUNJANG Kantor Kantor
nan URUSAN Nilai Sakip 1,956, Camat Camat
panvang | pupik | 7| 1 1 PEMERINTAHA | Perangkat NA B | (M2 g | 22| g | WITH g | gm0 | B 8,015,017,928
bersih yang N DAERAH Daerah ! g ’ 4
Prima KABUPATEN/
KOTA
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
[Pt Kantor Kantor
Penganggaran Tersedianya 1 et e
dan Evakuasi Dokumen NA 1 2,000,0 1 2,000,00 oy 2,000,00 1 2,000, 4 10,000,000
Kinerja Perencanaa tahun 00 tahun 0 - 0 tahun 000 tahun M
Perangkat n
Daerah
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Evaluasi Kinerja é%r;lljar:en 1 Kantor Kantor
Camat Camat
Perangkat Perencanaan |  NA a1 2200 e |20 | e | 200000 2O | e 10000000 | 2™ ama
Daerah Perangkat n
Daerah Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
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dar r
2 Administrasi Terpenuhiny 1 1,649 gz?:;; EZ?;Z:
71111 . Keuangan a 1 1,625,7 1 1,629,36 T 1,631,95 1 54’7 50’ 4 6.536,644.397
0 Perangkat Administras tahun 69,389 tahun 9,219 8,285 tahun ’ Tahun R : :
2 Daerah i Keuangan n 4 el el
Syahban Syahbanda
dar r
Kantor Kantor
Jumlah
Camat Camat
7 1] 2 M i i e L A A 161736 |, | 161995 | oinag | 4 6,488,644,397
0 Jangan | Gaji dan Tahun | 69389 | Tahun 9.219 8285 | Tahun : Tahun 700055, : :
5 ASN Tunjangan n 4 Tebing Tebing
ASN Syahban Syahbanda
dar r
Jumlah
P Penyediaan Dokumen Kantor Kantor
Ll gl |, | Administas DS dizan 12| 2000, | 12 | 120000 | 20| 20000 | 12| 12000 | 4 48000000 Camat Camat
0 Pelaksanaan Ad Ve trasi bulan 000 bulan 00 00 bulan ,000 Tahun e
9 Tugas ASN ministrasi n
Pelaksanaan
Tugas ASN
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
2 N T nn Kantor Kantor
Umum - . 28,500 400,000, | 100 | 564914 68,620 Ceet Cemel
. o ,900, o ,000, ,491, o A o i
1Yo Perangkat Administras o oop | 100% 000 | % oo | 100% | oo | 100% HOTREN | e
6 Daerah i Umum i Y
Syahban r
dar
Kantor
I Kecamatan
Penyediaan Alat | p**0a 12| 40000, | 12 | 400000 | 12| 400000 | 12 | 40000 | 72 19.000000 ?:t’)'l‘:g Tebig
Tulis Kantor Kantor bulan 000 bulan 00 n 00 bulan ,000 bulan Syahban Syahbanda
dar r
Kantor
) ) Kecamatan
Penyediaan Jasa | Tersedianya 12 Camat
; . 12 3,000,0 12 3,000,00 3,000,00 12 3,000, 72 - -
Kebersihan jasa A A bula A T onn 15,000,000 Tebing Tebing
Kantor kebersihan bulan 00 bulan 0 n 0 bulan 000 bulan Syahban Syahbanda
dar r




Pemerintah
Kabup Serdang Bedag

Jumlah
Paket
2 (omponen | s 1 Coma | Kecamatan
7| 1] 1] g | 1| instlasi st | ListiPener R e T o BT e IR (R B 19,240,000
6 penerangan angan n
bangunan kantor Bangunan
Kantor Yang
Disediakanr
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Jumlah
Paket
2 Penyediaan Peralatan 1 gzmz; Kecamatan
70111 2 Peralatan  dan | dan 1 2,500,0 1 4,000,00 Tahu 15,129,4 1 17,000 6 56,758,800
0 Perlengkapan Perlengkapa Tahun 00 Tahun 0 n 00 Tahun ,000 Tahun S
6 Kantor n Kantor
Yang
Disediak:
isediakan Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Kantor
2 I Jumlah Kecamatan
ol gl s | Eevedean i | PaketBaan 1 50000 | 1 600000 | 1 | 700000 | 1 7000, | 6 23000000 Camat
0 Kantor 9 Logistik Yang Tahun 00 | Tahun 0 n 0 Tahun 000 Tahun e
6 Disediakan - -
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Jumlah
2 Penyediaan ;:lr(:r:g 1 22?1:2; Kecamatan
. Barang Cetakan 1 2,000,0 1 1,000,00 6,000,00 1 6,000, 6
TP o] 5] dan Cetakan dan Tahun 00 | Tahun o | T 0 | Tahun 000 | Tahun 21,000,000
6 penggandaan 99
n Yang
Disediakan
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
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Jumlah
Penyediaan Dokumen Kantor
2 Bahan Bacaan | Bahan Camat | Kecamatan
AN P Pt . - ! 100000 | - ! 1000, |6 5,000,000
g Perundang- Tahun 0 Tahun 000 Tahun
Undangan
Yang
Disediakan
Peraturan Tebing Tebing
Perundang- Syahban Syahbanda
undangan dar r
Kantor
Camat Kecamatan
Jumlah
2 Penyelenggaraan Laporan 1
. Rapat Penyelengga 1 10,000, 1 10,000,0 16,362,0 1 25,000 6 ; ;
T1 P Y 0| ° | Koordinasi dan | raan  Rapat Tahun 000 | Tahun Qo | T 00 | Tahun 000 | Tahun 77,724,000 Etng | g reting.
6 Konsultasi SKPD Koordinasi yanoan yanoanca
dar r
dan
Konsultasi
SKPD
Pengadaan
| [ ek | Fideen : o | e
. 5 1 3,000,0 1 3,000,00 13,000,0 1 13,000 5
7111 Penunjang Pengadaan e B tahu g ! 45,000,000
_0, e Barang Miik tahun 00 tahun 0 = 00 tahun ,000 Tahun
Pemerintah Daerah
Daerah
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Jumlah  Unit
Pengadaan Kantor
2 Kecamatan
Pengadaan Peralatan 1 Camat
7| 1] 1] o | 6| Pedan dan | dan Mesi | RO0 b | 200000y | 100001 RO S 45,000,000
7 Mesin lainnya Lainnya n ’
Yang
Disediakan
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
2 Penyediaan I:;saedlanya
Jasa Penunjang A 1
. Penunjang 1 153,00 1 154,000, 154,360, 1 160,00 6 Kantor
1o Drasan Urusan Tahun | 0,000 | Tahun oop | TN 300 | Tahun | 0000 | Tahun 928,521,200 | Goat | Kecamatan
Pemerintahan n un
8 Daerah Pemerintaha
n Daerah
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Pemerintah

P

Kak Serdang Bedag

Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Jumlah Kantor
2 I Laporan 12 Camat Kecamatan
7 . 4 Penyediaan Jasa Penyediaan 12 3,000,0 12 4,000,00 bula 4,360,30 12 5,000, 72 24.350..000
0 Surat Menyurat bulan 00 bulan 0 0 bulan 000 | bulan R
8 Jasa  Surat n
Menyurat Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Jumlah
Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan 12 g:?r:g; Kecamatan
Jasa 12 150,00 12 150,000, 150,000, 12 155,00 72
Pelayanan bula 904,177,200
Pelayanan bulan 0,000 bulan 000 000 bulan 0,000 bulan
Umum Kantor n
Umum
Kantor Yang
Disediakan
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Pemeliharaan
Barang Milik Kantor
2 " Kecamatan
; . g::;‘:";ang ;:’P‘*g'a‘f;:; 1 33,000, [ 1 00000 | 1| s98s2 [ 1 63000 | 6 warmasa |
g e Milik Daerah Tahun 000 | Tahun 00 = 00 Tahun ,000 Tahun
Pemerintahan
Daerah
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
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Jumlah
Penyediaan Jasa ggndaraan
Pemeliharaan nas
Bi ’ Operasional
iaya Kantor
2 Pemeliharaan atau Camat Kecamatan
. ) ’ Lapangan h 25,000, ] 30,000,0 1 40,000,0 ] 44,000 6
71101 0 2 Pajakl dan Yang 1 Unitn 000 1 Unit 00 Unit 00 1 Unit ‘000 Tahun 171,463,131
9 Pemeliharaan Divelihara
Kendaraan Dinas da?l
(L);e;s?:al atau Dibayarkan
pang Pajak  dan
Perizinannya
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Jumlah
Kantor
2 " Peralatan Kecamatan
Pemeliharaan ) 1 Camat
. dan  Mesin 1 2,000,0 1 2,000,00 3,940,00 1 5,000, 5
7 T 0 8 Pera]ataq dan Lainnya Tahun 00 Tahun 0 Tahu 0 Tahun 000 Tahun 16,880,000
Mesin Lainnya n
° Yang Tebing Tebing
Dipelinara Syahban Syahbanda
dar r
Jumlah
Pemeliharaan / | Gedung Kantor
2 e Kecamatan
Rehabilitasi Kantor  dan 1 Camat
. 1 3,000,0 1 4,000,00 7,947,60 1 7,000, 5
70 1(1 0 9 Gedung  Kantor bapgunan Tahun 00 | Tahun 0 Tahu 0 Tahun 000 Tahun 29,895,200
9 dan  Bangunan Lainnya n
Lainnya Yang
Dipelihara Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Jumlah
Pemeliharaan / | sarana dan
Rehabilitasi prasarana Kantor
2 Kecamatan
Sarana dan | Gedung 1 Camat
71 1] g | 9| Prasarana Kantor dan tonn | 2000 b | A0 |y | TTEC 1 TR 29,895,200
9 Gedung Kantor | bangunan n
dan  Bangunan Lainnya
Lainnya Yang
Dipelihara
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
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Kabup Serdang Bedagai
PROGRAM Tingkat
PENYELENGGA Kepuasan Kantor
REAN EETELE 8,000,0 11,000,0 25310,0 29,000 Camat | eoamatan
7|12 PEMERINTAHA Terhadap 86% g 0‘0 90% ? 0’0 92% ” 0’0 95% ’000 95% 104,270,000
N DAN Pelayanan !
PELAYANAN Pemerintaha
PUBLIK n
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Terkoordina
Koordinasi sinya Kantor
2 Penyelenggaraa Penyelengg 1 Camat Kecamatan
7111 2] : n Kegiatan araan 1 8,000,0 1 11,000,0 Tah 25,310,0 1 29,000 6 104.270,000
0 Pemerintahan di Kegiatan Tahun 00 | Tahun 00 0 00 Tahun ,000 Tahun =
1 Tingkat Pemerintaha
Kecamatan n di Tingkat
Kecamatan
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Jumlah
Laporan
Koordinasi/Sinerg | Koordinasi/Si
i Perencanaan | nergi
dan Pelaksanaan | Perencanaan
P Kegiatan dan gzmg; Kecamatan
Pemerintahan Pelaksanaan 4,000,0 6,00000 | 1 10,0020 12,000
71112 0 1 dengan Kegiatan 1Keg ! 0’0 1 Keg e 0 Ke ! 0’0 1 Keg ’000 6 Keg 45,654,000
1 Perangkat Pemerintaha 9 ’
n dengan
Perangkat
Daerah dan :Z;ziarzgidan Tebing Tebing
Instansi  Vertikal Vertikal Syahban Syahbanda
Terkait N dar r
Terkait
59




Pemerintah
Kak Serdang Bedag

P

Jumlah
Peningkatan Dokumen
2 Efekfitas Peningkatan . Kantor | Kecamatan
7 1] 2 . 2 Kegiatan Efektifitas 1 4,000,0 1 5,000,00 tahu 15,308,0 1 17,000 6 58616,000
0 Pemerintahan di | Kegiatan tahun 00 tahun 0 n 00 tahun ,000 tahun T
1 tingkat Pemerintaha
Kecamatan n Di Tingkat
Kecamatan
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Penyelanggaraa Kantor
2 n Urusan ::tr::::ase 1 Camat EEELET
. Pemerintahan = 1 60,000, 1 65,000,0 82,780,0 1 95,000 6 . i
T %] o Umum  sesuai | Konflik Sara Tahun 000 | Tahun oo | Tan 00 | Tahun | 000 | Tahun G | Ty || T
1 Penugasan Y‘.’"g . un Syahban | Syahbanda
Kepala Daerah Ditangani dar r
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan dan Kantor
Ketahanan Camat Kecamatan
Nasional ~ dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan . .
Undang-Undang Terselengga Tebing Tebing
Dasar  Negara | ranya Syahban Syahbanda
2 Republik Urusan dar '
. Indonesia Tahun | Pemerintaha 1| 1000, | 1 | 150000 | ! | 150000 | 1 | 2500 | 6
TLY S o] 1| 19, n_ Umum tahun 000 | tahun [ 00 | tahun 000 | tahun 1,980,000
1 sesuai n
Kepala
Pelestarian Daerah
Bhinneka
Tunggal lka serta
Pemertahanan
dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia

60

(X

PERUBAHAN

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
21-2026




Pemerintah

Kabup Serdang Bedag

(X

PERUBAHAN

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
20 26

Pembinaan
Kerukunan
Antarsuku  dan Kantor
Intrasuku, Umat Camat Kecamatan
Beragama, Ras, | Jumlah
dan  Golongan Perayaan
il s Lainnya part - an 1| 50000, | 1 500000 | 1| 677800 | 1 70000 | 6 350,490,000
Keagamaan tahun 000 tahun 00 n 00 tahun ,000 tahun
Guna yang
gﬁengudkan dilaksanakan Tebing Tebing
tabiltas Syahban Syahbanda
Keamanan Lokal, ydar Y '
Regional,  dan
Nasional
Kantor
PROGRAM Persentase Camat | Kecamatan
PEMBERDAYAA Kehadiran
7113 N Masyarakat agve | 165000 | goy, | 2000001 g4py, | 20,000 1 gp 56,500,000
MASYARAKAT | 2oV¢ o 00 o 00 o 000 o B
DESA DAN
KELURAHAN Musrenbang
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
A . dar r
Koordinasi Terkoordina 1
Kegiatan si Kegiatan 1 16,500,0 20,000,0 1 20,000 3
T|1] s Pemberday Pemberday Tahun g0 | Tah 00 | Tahun 1000 | Tahun 56,500,000 g Tebing
Desa an Desa un Syahban Syahbanda
dar r
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r




Pemerintah
Kabug Serdang Bedagai

Jumlah
. Lembaga Tebing Tebing
Pem.n.gka.tan Kemasyarak Syahban Syahbanda
Partisifasi atan Yan dar '
2 masyarakat Berpa rtis%as
7113l - 2 dalam forum  Dalam 1Keg 8,000,00 1 10,000,0 1Keg 10,000 3Keg 28,000,000
0 Musyawarah Forum 0 Keg 00 ,000
1 Perencanaan Musyawarah
Birsnabangunan di Perencanaan
Pembanguna
n DiDesa

Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
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Jumlah
Dokumen
Sinkronisasi
Sinkronisasi Ere(;%ram dan Tebing Tebing
Program Kerja Kegiatan Syahban | Syahbanda
dan Kegiatan Pemberdaya dar r
Pemberdayaan an
Masyarakat yang 8,500,00 1 10,000,0 10,000
dilakukan oleh %arlzyarakat 1Keg 0 Keg 00 1 Keg 000 5Keg 28,500,000
Pemerintah dan .
Swasta di g:z:( ukan
x?g;’;gﬁ”a Pemerintah
dan Swasta
di Wilayah
Kerja
Kecamatan
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
LROCRAM Persentase dar r
KOORDINASI Potensi
7014 KETENTRAMAN | rrantibum 100% | 240000 | 100 | 30,0000 g4 | 30000 | 00 84,000,000
DAN Yan 00 % 00 ,000
KETERTIBAN o
UMUM g
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
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2
71| 4 0
1
Jumlah
Laporan Tebin Tebin
Sinergisitas Hasil Syahbgn Syahbar?da
dengan Sinergitas dar r
2 Kepolisian Dengan
. Negara RI TNI Kepolisian 8,000,00 1 10,000,0 10,000
T 4]0 dan  Instansi | Negara R 1keg 0 | Keg o | TKes 000 | 3kes 28,000,000
1 Vertikal di NI dn
Wilayah Instansi
Kecamatan Vertikal ~ Di
Wilayah
Kecamatan
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Jumlah
Laporan
Harmonisasi Pelaksanaan Tebing Tebing
2 Hubungan Harmonisasi Syahban Syahbanda
. dengan  Tokoh Hubungan 8,000,00 1 10,000,0 10,000 dar r
T4 0 Agama dan | Dengan 1Keg 0 Keg 00 1Keg ,000 3 keg 28,000,000
1 Tokoh Tokoh
Masyarakat Agama Dan
Tokoh
Masyarakat
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r




Pemerintah

P

Kak Serdang Bedag

Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
p dar r
:ierkoordlna Tebing Tebing
Koordinasi Syahban Syahbanda
2 Penerapan dan :::erapan dar r
, . Penegakan Penegakan 1 soongo | 1| 100000 | 1 10000 | 3 28000000
0 Daerah I Peraturan Tahun 0 o 00 Tahun ,000 Tahun T
2 Daerah dan ; ;
Peraturan e Tebing Tebing
Kepala Daerah Kepala Syahban Syahbanda
Daerah ey r
Jumlah
Laporan
Koordinasi/Sinerg Egzlrl dinasilSi
IPdeerggaITat nergi Dengan
Daera?] an Perangkat
Tugas den K '?j;arash ngg Tebing Tebing
, 2 } E%nag:énya . Fungsinya DI tkeg | 800000 | 1| 00000 | | t0000 | g 25000000 Sy | Svarvanc
0 Penegakan Penegakan 9 0 | Keg 00 9 000 €g 090,
2 Peraturan Peraturan
Perundang-
undangan E?\L?r%aamg-
dan/atau dan/atau
Kepolisian Kepolisian
Negara RI Negara
Republik
Indonesia
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
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Pemerintah

Kabup 'Serdang Bedagal
Tebing
Syahbanda
r
7 115
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
2 dar r
Tebing Tebing
711|5 0 Syahban Syahbanda
1 dar r
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Jumlah
Orang Yang
Mengikuti
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan
dan
Ketahanan
Nasional
Pembinaan S:r:;?a
2 mﬁ?‘ziga" dan | emenepe 50,000 500000 | 1 | 550000 65,000 Tebing | Tebing
711|565 0 1 Ketahanan [I;en ' 1Keg '000' 1Keg ’ 0'0 K ’ 0'0 1Keg '000 3 keg 220,000,000 Syahban Syahbanda
1 Nasional dalam P. garrl1|aan €9 ’ dar r
rangka ancasila,
Memantapkan Pelaksanaan
Undang-
Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945
Pelestarian
Bhinneka
Tunggal lka
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Regional,  dan
Nasional

serta
Pemertahana
n dan
Pemeliharaa
E::g:;nnz[an n  Keutuhan
Pelaksanaan Negara
Undang-Undang Kesatugn
Dasar  Negara Republll§
Republik Indonesia
Indonesia Tahun
1945 Pelestarian Tebing Tebing
Bhinneka Syahban Syahbanda
Tunggal lka serta dar r
Pemertahanan
dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Jumlah
Orang Yang
Pembinaan mengl.kutl
Kerukunan Esmw:::
Antarsuku  dan Antarsuku Tebing Tebing
Intrasuku, Umat dan Syahban Syahbanda
Beragama, Ras, Intrasuku dar r
2 Eap Golongan Umat '
ainnya
715 ;] EZ?"ami;an akeg | O | akeg | 20090 Kgg 10500 | skeg 18%88 2 Keg 395,000,000
1 Golongan
Lainnya
Guna
Mewujudkan
Stabilitas
Keamanan
Lokal,
Regional,
dan Nasional
Guna
Mengudkan Tebing Tebing
Stabilitas Syahban Syahbanda
Keamanan Lokal, ydar ¥ '
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Pemerintah
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Persentase
Rekomenda Tebing Tebing
PROGRAM si Hasil Syahban Syahbanda
PEMBINAAN Pemeriksaa dar r
DAN n Internal 31,000,0 100 33,000,0 34,000
T|1]6 PENGAWASAN | Yang Telah foc: 0 | % 0 | 100% 000 | 100% SSUDN
PEMERINTAHA Ditindaklanj
N DESA uti Oleh
Pemerintaha
n Desa
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Terselengga
ranya
o Fasilitasi, Tebing Tebing
Fasilitasi,
) Rekomendasi :ie:ao;nenda Syzl;l:an Syahlr)anda
alel - dan Koordinas! | Koordinasi 1 stoooo | 1| o000 | 1 34000 | 6 98.000.000
3 Pengawasan ::nmbmaan Tahun 00 o 00 Tahun ,000 Tahun
Pemerintahan Pengawasa
Desa 0
Pemerintaha
n Desa
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
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Jumlah
Dokumen
Yang Tebing Tebing
Fasilitasi Difasilitasi Syahban Syahbanda
2 Pengelolaan Dalam dar r
. Keuangan Desa Rangka 10 6,000,00 10 7,000,00 10 8,000, 68
T e 0 3 dan Pengelolaan Desa 0 | Desa 0 Desa 000 Desa 21,000,000
1 Pendayagunaan Keuangan
Aset Desa Desa dan
Pendayagun
aan Aset
Desa
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
Tebing Tebing
o i:;nol?:n Syahban Syahbanda
214 | P Hasil 10 | 250000 | 10 | 260000 | 10 | 26000 | 30 o '
. endampingan . " ) ) ! f A
7116 o |7 | pesadt Koordinasi Desa 00 | Desa 00 | Desa 000 | Desa 77,000,000
1 Wilayahnya Pendamping
an Desa Di
Wilayahnya
Tebing Tebing
Syahban Syahbanda
dar r
1,993, 2,244,
269,3 2,450,8 2,185,9 167,5
Jumlah 89 69,219 55,185 04 8,972,787,928
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten
serdang bedagai berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang
tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di
dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh
Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten serdang bedagai untuk lima
tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah
Kabupaten serdang bedagai telah dilakukan identifikasi sesuai
dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan
tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran di RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Tebing Syahbandar yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

_Kondisi Target Capaian Setiap Tahun e
No Indikator Kinerja pada Kondisi Kinerja pada
awal periode Tahun Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun akhir periode RPJMD
RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Sebelum Perubahan
Tingkat partisipasi
1 masyarakat dalam 100% 82% 82%
pembangunan
Persentase peningkatan
9 penyelenggaraan 30% 30% 30%
pemerintahan
kecamatan
Persentase
3 penyelenggaraan 65% 65% 70%
pe
dil
In 3 2
4 m B A A o 80% 81%
ke RDANG BEDAGA
Setelah Perubahan
Tingkat partisipasi
1 masyarakat dalam 100% 83% 84% 85% 86% 86%
pembangunan
Indeks kepuasan
2 masyarakat di 85,55% 806’5 87% 807’5 88% 88%
% %
kecamatan
3 Nilai Sakip Kecamatan BB BB BB BB BB
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Syahbandar
Kabupaten serdang bedagai berlaku selama lima tahun dari tahun
2021 hingga 2026 Renstra Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten
serdang bedagai merupakan rumusan dokumen perencanaan yang
memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Tebing Syahbandar ini
diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai
pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta
sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi
dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam
pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Tebing Syahbandar
Kabupaten serdang bedagai Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari
adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan
tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung

jawabnya.

Dengan  dirumuskannya  Rencana  Strategis (Renstra)

amatan Tebing Syahbandar Tahun 2021-2026 diharapkan

atu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi
ntasikan berbagai kebijakan strategis di
Zhaerah sehingga mampu mengakomodir
kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah
yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian

visi dan misi Kabupaten serdang bedagai.
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